
 
 

 

 
BUPATI SERUYAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang 
telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai 

dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 188.44/723/2015 Tanggal 14 Desember 2015 

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Seruyan tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Seruyan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;  

 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688);  

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 

Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 4355 ); 
 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



3 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);  

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

 
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587); 
 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
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17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4502); 

 
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

 
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);  
 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

 
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan 

Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Acrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
 

37. Peraturan Daerah Kabupaten  Seruyan Nomor 07 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 

07 Seri A). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
 

dan 

 
BUPATI SERUYAN 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG 
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

3. Bupati adalah Bupati Seruyan. 

 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Seruyan. 
 

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 



8 

 

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 

Bupati. 
 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah.  

 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
 

BAB II 

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 sebagai berikut : 
1. Pendapatan Rp. 1.086.905.093.635,61 

2. Belanja Rp. 1.194.567.386.662,15 
 

Surplus/ Defisit  ( Rp.     107.662.293.026,54 ) 

 
3. Pembiayaan Daerah :  
 

a. Penerimaan Rp. 114.162.293.026.54 
 

b. Pengeluaran Rp.     6.500.000.000,00 

 
Pembiayaan Netto Rp.  107.662.293.026,54 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 
 

Pasal 3 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  
b. Rp. 33.726.408.396,76 

c. Dana Perimbangan sejumlah  Rp. 918.767.578.000,00 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.134.411.107.238,85 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 

jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.  5.058.615.149,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.922.146.688,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah  
Rp. 6.081.708.668,04 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.15.663.937.891,72 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 163.451.464.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.  621.428.614.000,00  
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 133.887.500.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah dan Pemerintah Daerah 
Lainnya Rp. 21.124.214.238,53 

b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 63.012.942.000,00 

c. Dana Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Rp. 
39.695.964.000,00 

d. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sejumlah Rp. 
1.644.000.000,00 

e. Bantuan Operasional Kesehatan sejumlah Rp. 3.120.000.000,00 

f. Dana Akreditasi Puskesmas sejumlah Rp. 340.784.000,00 
g. Dana Jaminan Persalinan sejumlah Rp. 1.435.003.000,32 
h. Bantuan Operasional KB sejumlah Rp. 538.200.000,00 

i.  Sumbangan Pihak Ketiga Rp.3.500.000.000,00 
 

Pasal 4 
 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 429.317.292.213,90 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 765.250.094.448,25 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 270.217.498.182,14 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 9.709.700.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 375.000.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.218.076.183,70 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 144.795.901.800,00 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.001.116.048,06 
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 62.868.725.208,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 308.699.555.920,10 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 393.681.813.320,15 

 
Pasal 5 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 114.162.293.026,54 

b. Pengeluaran sejumlah Rp.    6.500.000.000,00 
 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp. 114.162.293.026,54 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sejumlah  

Rp 0.00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 6.500.000.000,00 
c.  Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 
d. Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00 

 
Pasal 6 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  
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6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan 
Daftar Pinjaman Daerah; 

 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;  
 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  
 
 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah;  

 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya;  

 
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 
 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 
 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 
Pasal 7 

 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.  
 

Ditetapkan di Kuala Pembua  
pada tanggal 22 Desember 2015 

 

BUPATI SERUYAN, 
 

TTD 

 
SUDARSONO 

  
 
Diundangkan di Kuala Pembuang  

pada tanggal 22 Desember 2015 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN 

 

TTD 
 

dr. BAHRUN ABBAS, M.PH 

NIP. 19670909 199509 1 001 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 38 SERI A 


	NOMOR 10 TAHUN 2015



